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Abstract. This research is aimed to understand the obstacles of disbursing capital expenditures in Talaud 

local government and strategies to overcome such problems. This is an exploratory qualitative research. 

The sampling method is purposive sampling. Data were collected by in-depth interviews and 

documentation studies. This study concludes that there are several obstacles in the capital expenditures 

obstacles within: (a) the stage of budget planning, (b) capital expenditure disbursement and (c) in the 

responsibility stage. The main factors causing those obstacles are the low quality of the human resources, 

lack of knowledges in performing their tasks and functions as the officers and providers to supplies, 

budget limitation, and lack of commitment of the district head, insufficient of continuous and periodic 

supervision. There are 4 types of strategy implemented to overcome the obstacles in relation to SWOT:  

(1) SO (strengths-opportunities) strategies are used to overcome the low quality of the human resources 

and commitment of the district head, (2) WO (weaknesses-opportunities) strategies are employed to 

overcome budget limitation, (3) ST (strength-threats) strategies are conducted to resolve continuous and 

periodic supervision and evaluation for improvement, (4) WT (weakness-threats) strategies are 

implemented to solve insufficient  knowledge knowledges in performing their tasks and functions as the 

officers and providers to supplies. 

 

Keywords: Capital expenditure, Planning, Capital expenditure execution, monitoring. 

 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala atau penghambat pelaksanaan belanja modal 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan bagaimana strategi mengatasinya. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif (exploratory approach). Teknik sampling 

penelitian ini adalah purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, 

dan studi dokumentasi. Disimpulkan bahwa kendala dibagi menjadi (a) kendala Perencanaan anggaran, (b) 

pelaksanaan belanja modal dan (c) pertanggungjawaban. Faktor-faktor utama pendukung kendala adalah 

kendala rendahnya kualitas SDM, kendala kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi 

pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang/jasa, kendala ketersediaan anggaran dan kendala 

komitmen pimpinan daerah, kendala pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus. Strategi 

yang diformulasikan adalah dengan mengunakan matrix SWOT, ditemukan 4 jenis strategi: (1) Strategi SO 

(strengths-opportunities) untuk mengatasi kendala penghambat rendahnya kualitas SDM dan komitmen 

pimpinan daerah, (2) Strategi WO (weaknesses-opportunities) digunakan untuk Untuk mengatasi kendala 

ketersediaan anggaran kendala, (3) Strategi Strategi ST (strength-threats) untuk mengatasi kendala 

pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus, (4) Strategi WT (weakness-threats) untuk 

mengatasi kendala penghambat kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana 

kegiatan dan penyedia barang/jasa. 

 

Kata Kunci: Belanja modal, Perencanaan, Pelaksanaan belanja modal, Pengawasan. 
 

1. Pendahuluan 

Dalam pidato Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 06 April 2017 yang dipublikasikan melalui 

website Kementerian Keuangan RI menegaskan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, untuk melakukan 

penghematan dan menggeser belanja pegawai dan belanja barang untuk masuk ke dalam belanja modal.                                                                                                                                   

Belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah Lampiran I.03 PSAP 02 Halaman 8 Baris 5 Paragraf 37 didefinisikan sebagai pengeluaran 
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anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, 

peralatan, aset tak berwujud”.  

Pengelolaan belanja modal di Kabupaten Kepulauan Talaud belum memenuhi nilai kepatuhan. 

Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai temuan berulang atas audit belanja modal oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Utara, selang Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015. Pertama, 

temuan hasil pekerjaan realisasi belanja modal tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan belum 

dipertanggungjawabkan pada T.A 2013, 2014 dan 2015. Kedua, temuan kekurangan volume pekerjaan 

dan denda keterlambatan pada T.A 2013, 2014 dan 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Untuk 

menganalisis apa yang menjadi penghambat pelaksanaan belanja modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Talaud, (2) Untuk menganalisis strategi mengatasi penghambat belanja modal Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Talaud. 

 

2. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif (exploratory 

approach). Teknik sampling penelitian ini adalah purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan 

data adalah dengan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan langkah 

yaitu: (1) Membuat transkrip wawancara (interviews transcriptions), (2) Melakukan analisis data 

menggunakan analisis isi (content analysis). Analisis isi (content analysis) didahului dengan melakukan 

coding terhadap istilah-istilah atau penggunaan kata dan kalimat yang relevan yang paling banyak muncul 

dalam transkrip wawancara (interviews transcriptions). Kemudian, dilakukan klasifikasi terhadap coding 

yang telah dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan makna berhubungan dengan tujuan penelitian 

yang dimaksudkan untuk membangun kategori dari sesetiap klasifikasi. Satuan makna dan kategori 

dianalisis dan dicari hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti, dan tujuan isi 

wawancara itu dengan melihat kesesuaian antara konsep yang telah dibuat dengan kondisi yang ditemukan 

di lapangan. Setelah dikategorikan, maka dimasukkan ke dalam tema, (3) Melakukan validasi data 

pengujian keabsahan data dengan Metode Uji Credibility (Validitas Internal) dan Uji Dependability 

(Reliabilitas), (4) Membuat kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah diuji 

keabsahannya. 

 

3. Pembahasan 

3.1 Kendala Pelaksanaan belanja modal 

Tahapan pelaksanaan belanja modal sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 yang telah diubah 

oleh Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 3. Dapat di klasifikasikan menjadi tiga tahap yaitu: (1) 

Perencanaan.  

(2) Pelaksanaan. (3) Pertanggungjawaban. Sehingga akan dibahas kendala dalam tiga tahapan kegiatan ini. 

3.1.1 Kendala Perencanaan Belanja Modal 

3.1.1.1 Perencanaan anggaran kegiatan tidak cermat dan di intervensi  

Perencanaan belanja modal di Kabupaten Kepulauan Talaud, direncanakan tidak cermat dan di 

intervensi, kegiatan cenderung dialokasikan dengan perhitungan tidak matang. Menyebabkan kegiatan 

harus mengalami penyesuaian anggaran dan desain yang memakan waktu sehingga tidak sesuai lagi 

dengan RKPD SKPD serta program kegiatan usulan Forum Musyawarah Rencana Pembangunan 

(Musrenbang) Daerah. 

Soekanto (2009:28-30) menyebutkan bahwa peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia 

menjalankan suatu peranan. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada. Tiap pelaku dari baik dari 

PEMDA/SKPD, dewan tidak melakukan peran mereka. Dewan cenderung menggunakan posisi mereka 

sebagai alat negosiasi atas agenda-agenda mereka, sementara PEMDA/SKPD tidak menggunakan peran 

mereka untuk menyampaikan agenda-agenda mereka dan hanya cenderung menyetujui apa pun yang di 

sampaikan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Dalam situasi seperti inilah, dibutuhkan peran dari para 

manajer yang merupakan PA pada SKPD-SKPD untuk dapat mengefektifkan dan mengefisienkan 

perencanaan anggaran kegiatan.  
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3.1.1.2 Pengguna Anggaran tidak paham tugas yang diamanatkan pada Peraturan Presiden 

(Perpres) 

Surat kepala LKPP no. 76/ KA/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang kewajiban 

mengumumkan RUP T.A 2015 dengan menggunakan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), dalam 

Pasal 25 ayat 3 Perpres No. 70 Tahun 2012 bahwa dasar dari proses pengadaan/pelelangan adalah RUP 

yang telah di upload ke dalam sistem RUP Online (SiRUP) yang menjadi acuan dalam proses pelelangan. 

Kesalahan entri RUP merupakan penghambat proses lelang karena proses lelang tidak dapat dilakukan 

jika RUP belum di perbaiki. 

Untuk mencapai tujuan dari organisasi membutuhkan peran para manajer. Soekanto (2009:28-30) 

menyebutkan bahwa peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peran 

kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran adalah sebagai manajer di dalam organisasinya dengan tujuan 

untuk mengefektifkan serta mengefisienkan organisasi yang ia pimpin untuk mencapai tujuan organisasi. 

Jika seorang manajer tidak paham tugas dan fungsinya tentunya ia tidak dapat mengefektifkan serta 

mengefisienkan organisasi yang dipimpin. Oleh karena itu, penting tentunya bagi seorang manajer agar 

dapat mengerti tugas dan fungsinya sehingga ia dapat mengefektifkan serta mengefisienkan organisasi 

atau dinasnya. 

 

3.1.1.3 Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri tidak dilakukan dengan hasil survei harga pasar sesuai 

dengan pada Perpres No.70 Tahun 2012 

 Ketentuan Perpres No. 70 tahun 2012 sebagaimana telah di rubah menjadi Perpres No.4 Tahun 

2015 pada pasal 66 ayat 7 huruf a sampai dengan huruf j, dijelaskan proses dan acuan harga pada 

pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS tidak disusun berdasarkan pada Standar Satuan Harga 

(SSH) Pemerintah Daerah (PEMDA), tetapi dengan survei harga pasar atau membandingkan harga 

kontrak sejenis. Batasan harga digunakan adalah standar satuan harga PEMDA sebagai batasan tertinggi 

bukan standar harga PEMDA sebagai acuan dalam menyusun HPS. Dengan menggunakan SSH PEMDA, 

akan terjadi selisih dengan harga pasar setempat karena SSH PEMDA adalah harga tertinggi di kabupaten. 

Bahwa hendaknya tiap personel suatu organisasi dinilai memiliki kemampuan dan skill sehingga 

dapat dibuat gambaran dasar kemampuan yang tentunya merupakan gambaran kemampuan organisasinya. 

Apabila diperlukan untuk meningkatkan kemampuan organisasinya, maka perlu dilakukan investasi pada 

personel untuk meningkatkan kemampuan yang tentunya akan meningkatkan kemampuan organisasi 

Armstrong dan Taylor (2014:68). 

 

3.1.1.4 Kualitas SDM Perencanaan di SKPD masih rendah. 

Kualitas SDM Perencanaan di SKPD masih rendah, sulit membedakan belanja modal dan barang 

jasa. Diperburuk dengan banyaknya SDM perencanaan belum memahami konsep dasar belanja modal dan 

barang jasa. Pemahaman yang ada, adalah bila kegiatan itu membangun infrastruktur maka belanja itu 

adalah belanja modal. Armstrong dan Taylor (2014:68) berpendapat pengukuran skill dan kemampuan 

personel akan menyediakan para manajer dasar dalam pengambilan keputusan penempatan personel pada 

posisi-posisi tertentu. Dengan mengenali pentingnya kemampuan untuk dapat mengukur kemampuan tiap 

personel hendaknya dapat diciptakan suatu metode pengembangan personel sehingga dapat dicapai 

kelebihan dalam manusia modal (human capital). Pemahaman SDM Perencana yang tidak selaras akan 

diperburuk apabila pemahaman kepala dinas pun tidak selaras dengan peraturan yang berlaku. Kepala 

Dinas selaku pimpinan unit harusnya berperan sebagai manajer yang memastikan organisasi mencapai 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menyelaraskan pemahaman SDM Perencana di SKPD. 

 

3.1.1.5 Kesulitan untuk mencapai ketentuan penganggaran belanja modal  

Kesulitan untuk mencapai ketentuan penganggaran belanja modal 29% seperti diamanatkan dalam 

Permendagri panduan penyusunan APBD karena porsi belanja modal beralih menjadi belanja lain. 

Menunjuk Lampiran I bagian III Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD, 
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bahwa kebijakan alokasi belanja modal harus memenuhi sekurang-kurangnya 29% dari total belanja 

daerah.   

Menurut Taylor (2006:266) kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan 

sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan 

apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons 

terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Maka dengan tidak mengikuti ketentuan 

penganggaran yang ada artinya PEMDA Talaud tidak mendukung pembangunan nasional serta akan juga 

menghambat kemajuan daerah sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Sandri et al (2016), bahwa alokasi 

belanja modal yang tepat sasaran dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan pelayanan publik. 

3.1.2 Kendala Pelaksanaan Belanja Modal 

3.1.2.1 Tim PHO yang tidak memeriksa kegiatan secara detail. 

Tim PHO ditunjuk oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 18 

ayat 4 huruf a sampai dengan huruf e, bahwa tim PHO adalah harus memiliki kualifikasi teknis yang 

memadai dan memahami kontrak. Tim PHO bertugas memeriksa kegiatan secara detail dengan 

membandingkan volume pekerjaan di lapangan terhadap Kontrak dan CCO/ Add perubahan jika ada. 

Anggota tim PHO ini dipilih dengan pertimbangan untuk kemudahan koordinasi dan pengalaman akibat 

kekurangan personel berkompeten sehingga kegiatan tidak dapat diperiksa secara benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 Menurut Little John dan Foss (2008:75-76) organisasi mengakumulasikan dan mengorganisasikan 

informasi yang diperolehnya tentang sekelompok orang, objek, situasi atau ide-ide untuk membentuk 

sikap yang sesuai dengan konsep yang terbentuk dari hasil penerimaan informasi. Berdasarkan teori ini 

semua informasi mempunyai kekuatan potensial yang dapat mempengaruhi orang untuk memiliki sikap 

tertentu. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak 

dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. 

Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu 

akan merespons pesan tersebut dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan. 

Dalam hal ini, kemampuan tim PHO yang tidak memadai mengakibatkan aliran informasi yang 

ada tidak dapat disampaikan dengan baik dan menyebabkan tim PHO tidak dapat menjalankan peranannya 

sehingga kegiatan tidak diperiksa dengan detail dan menimbulkan temuan. 

 

3.1.2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) bersertifikasi dan berkualifikasi sedikit 

Menunjuk pada Perpres No. 70 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.04 tahun 

2015 pasal 12 ayat 2 huruf g, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PPkom, harus memenuhi prasyarat 

sebagai berikut, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Sedikitnya jumlah ASN yang 

bersertifikasi dan memiliki kualifikasi dan pengetahuan baik secara teknis maupun administratif untuk 

dapat menjadi PPkom. Adanya kebiasaan saling melaporkan berita yang belum jelas kepada APH 

mengenai pelaksanaan kegiatan belanja modal, mengakibatkan PNS yang diusulkan untuk mengikuti 

pelatihan mendapatkan sertifikasi pengadaan barang/jasa tidak bersedia jadi PPKom 

Menurut Lane (2000:29) keadaan yang dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi khususnya 

ada pada manajemen, seperti fungsi eksekutif yang menekankan pada efisiensi dari organisasi dan 

kontribusi dari para manajer yang dititik beratkan pada kepemimpinan. Untuk mencapai tujuan dari 

organisasi membutuhkan peran dari para manajer pada peran eksekutifnya yang akan mengevaluasi 

pencapaian dengan perhatian khusus pada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi dimaksud.  

Oleh karena itu kepala dinas sebagai pimpinan unit harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Kepala 

Dinas sebagai Pengguna Anggaran, berperan sangat esensial dalam mengatasi keadaan ini. 

 

3.1.2.3 Anggaran Perencanaan dan Pengawasan Belanja Modal yang belum Proporsional. 

Memperhatikan tabel E1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 45 Tahun 2008 

tentang Pedoman Teknis Bangunan, bahwa anggaran perencanaan sebesar 3% dari anggaran fisik, dan 

anggaran pengawasan sebesar 2% dari anggaran fisik. Pada kenyataannya, target anggaran ini tidak 

tercapai sejak Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017. Terlihat adanya perubahan 
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kebijakan yang lebih mementingkan jumlah paket belanja modal tanpa memperhatikan ketersediaannya 

anggaran untuk perencanaan dan pengawasan. Perubahan kebijakan ini menyebabkan nilai fisik pekerjaan 

bukan merupakan salah satu konsiderans dalam menganggarkan belanja perencanaan dan pengawasannya. 

Sehingga bisa saja terjadi pekerjaan dengan nilai fisik tinggi dengan yang nilai fisiknya rendah, keduanya 

memperoleh alokasi anggaran perencanaan dan pengawasan yang sama. 

Menurut Little John dan Foss (2008:75-76) organisasi mengakumulasikan dan mengorganisasikan 

informasi yang diperolehnya tentang sekelompok orang, objek, situasi atau ide-ide untuk membentuk 

sikap yang sesuai dengan konsep yang terbentuk dari hasil penerimaan informasi. Berdasarkan teori ini 

semua informasi mempunyai kekuatan potensial yang dapat mempengaruhi orang untuk memiliki sikap 

tertentu. Informasi yang diterima oleh pengambil keputusan dalam penetapan anggaran perencana dan 

pengawasan kegiatan, tidak tepat. Informasi yang tidak tepat ini menyebabkan perubahan kebijakan yang 

tidak lagi mempertimbangkan nilai fisik pekerjaan sebagai pertimbangan menetapkan besaran anggaran 

perencanaan dan pengawasan. 

 

3.1.2.4 Pejabat Pembuat Komitmen tidak mendapatkan kompensasi sesuai dengan beban kerja 

fungsional 

Menunjuk Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a, Perpres No. 70 Tahun 2012 yang telah diubah dengan 

Perpres No.4 Tahun 2015 menyebutkan secara eksplisit bahwa K/L/D/I menyediakan biaya pendukung 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD yang meliputi honorarium personil 

organisasi Pengadaan barang dan jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek. Kenyataannya 

masih ada SKPD yang tidak menyediakan honorarium dan/atau telah menyediakan namun tidak memadai 

sesuai dengan standar ketentuan berlaku. Alasan utamanya, tidak adanya standarisasi besaran dan jumlah 

paket pekerjaan yang layak untuk diberikan honorarium oleh seorang PPkom atas paket pekerjaan yang 

dikelolanya. Menurut Lane (2000:29) keadaan yang dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi 

khususnya ada pada manajemen, seperti fungsi eksekutif yang menekankan pada efisiensi dari organisasi 

dan kontribusi dari para manajer yang dititikberatkan pada kepemimpinan. Seorang PPkom adalah seorang 

manajer atas organisasi yang dipimpinnya, terdiri atas para pengelola belanja modal seperti PPTK, 

ASTEK, Direksi dan pengawas lapangan. Jika ia tidak diberikan kompensasi yang layak atas beban 

kerjanya tentunya ia tidak dapat mengelola organisasi secara efektif dan efisien.  

 

3.1.2.5 Kontraktor yang kurang bonafide/tidak bermodal 

Uang muka kegiatan dalam Perpres No. 70 tahun 2012 diatur dalam pasal 88. Uang muka hanya 

diberikan atas persetujuan PPkom yang berarti bahwa uang muka bukan merupakan hak dari pihak ketiga 

yang mengikat kontrak dengan pemerintah. Pada saat lelang panitia lelang telah memperhitungkan 

kemampuan finansial dari pihak ke tiga untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang diatur dalam pasal 19 

huruf j. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah termasuk kemampuan penyedia untuk melaksanakan 

kegiatan ketersediaan peralatan dan keadaan finansial pihak ketiga. Banyak pihak ke tiga yang hanya 

menunggu pencairan uang muka kemudian memulai pekerjaan padahal saat di evaluasi penawaran paket 

berdasarkan data-data yang diberikan seharusnya pihak ke tiga dapat segera memulai pekerjaan tanpa 

menunggu uang muka. Penyedia-penyedia yang menunggu uang muka ini ternyata hanya meminjam 

perusahaan untuk mengikuti pelelangan sehingga tidak didukung oleh kemampuan finansial yang baik.  

Menurut Manurung (2013:34), ketika dua atau lebih individu akan mengikat kerja sama dalam 

suatu perjanjian dan salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki pihak lain tentang perjanjian 

ini di mana karena pengetahuan ini dapat menyebabkan kerugian atau pun keuntungan. Ada dua bentuk 

dasar informasi asimetri yang dapat dibedakan. Yang pertama adalah Hidden Knowledge mengacu pada 

situasi di mana satu pihak memiliki informasi lebih lanjut dari pihak lain pada kualitas (atau "tipe") dari 

barang yang diperdagangkan atau kontrak variabel. Yang kedua yakni Hidden Action adalah ketika salah 

satu pihak dapat mempengaruhi "kualitas" dari barang yang diperdagangkan atau kontrak variabel dengan 

beberapa tindakan dan tindakan ini tidak dapat diamati oleh pihak lain.  

Dari keadaan di atas tampak bahwa informasi asimetri yang terjadi adalah hidden knowledge. 

Pihak ketiga sebagai pihak yang mengikat kontrak dengan PEMDA Talaud yang dengan sengaja tidak 
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memberikan semua informasi yang ada mengenai keberadaan sebelum mengikat kontrak dengan PEMDA 

Talaud. 

 

3.1.2.6 Pemahaman yang tidak tepat soal penerapan denda keterlambatan. 

Denda keterlambatan diatur dalam Perpres No. 70 tahun 2012 Pasal 120 di mana denda 

keterlambatan adalah 1/000 per hari keterlambatan dari nilai kontrak atau bagian nilai kontrak. Nilai denda 

tersebut adalah nilai mutlak dan penjabarannya di atur dalam syarat-syarat khusus kontrak yang disepakati 

oleh kedua pihak. Menurut Tandiontong (2016:9) teori kontrak pada prinsipnya mempelajari tentang 

bagaimana pelaku ekonomi dapat membangun kesepakatan kontrak yang efisien/optimal, umumnya dalam 

keadaan ketidakpastian dan adanya informasi yang asimetri (Laffont dan Tirole,1993) dalam Tandiontong. 

Ketidakpastian muncul karena para pihak tidak dapat sepenuhnya memprediksi dan menuangkan ke dalam 

kontrak apa yang akan terjadi selama periode kontrak berlangsung. Kejadian tersebut dapat mempengaruhi 

hak dan kewajiban. Masalah ketidakpastian ini dapat muncul akibat informasi asimetri yang ada antara 

kedua pihak tersebut.  

 Pada dasarnya semua kontrak pengadaan adalah kontrak tidak lengkap. Ketidaklengkapan ini 

diakibatkan oleh pertimbangan biaya yang mahal untuk dapat membuat kontrak yang lengkap karena 

information cost. Tetapi dengan menggunakan SBD ini tentunya information cost dapat ditekan sehingga 

kontrak-kontrak yang ada dapat menjadi kontrak lengkap, dan dengan kontrak yang lengkap maka hak dan 

kewajiban pemerintah dan pihak ketiga tentunya dapat terakomodir dengan baik. 

 

3.1.2.7 Pembagian tugas dan kewajiban antara konsultan pengawas dan pengawas lapangan dari 

SKPD belum jelas 

 Kurang jelasnya pembagian porsi tugas dan kewajiban antara konsultan pengawas dan pengawas 

lapangan dari SKPD dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan pelaksaan kegiatan tidak tepat Menurut 

Tandiontong (2016:9) kejadian tersebut dapat mempengaruhi hak dan kewajiban. Masalah ketidakpastian 

ini dapat muncul akibat informasi asimetri yang ada antara kedua pihak tersebut. Pada dasarnya semua 

kontrak pengadaan adalah kontrak tidak lengkap. Ketidaklengkapan ini diakibatkan oleh pertimbangan 

biaya yang mahal untuk dapat membuat kontrak yang lengkap karena information cost. Tetapi dengan 

menggunakan SBD, information cost dapat ditekan sehingga pelaksanaan kontrak, dapat dilaksanakan 

dengan baik karena hak dan kewajiban pemerintah dan pihak ketiga tentunya dapat terakomodir dengan 

baik dan masing-masing memahami batasan-batasan hak dan kewajibannya. 

Selanjutnya peran PPKom harus efektif dan efisien dalam memastikan dan menjaga organisasi 

pengadaan yang dikelolanya, guna mencapai tujuannya, seperti yang diungkapkan oleh Lane (2000:29) 

keadaan yang dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi khususnya ada pada manajemen, seperti 

fungsi eksekutif yang menekankan pada efisiensi dari organisasi dan kontribusi dari para manajer yang 

dititik beratkan pada kepemimpinan. 

3.1.3 Kendala Pertanggung jawaban Belanja Modal 

3.1.3.1 Kendala di kuantitas personel pengawas internal 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang berfungsi sebagai penggerak 

organisasi, baik itu di dalam perusahaan ataupun institusi yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih 

serta dikembangkan.  SDM yang berkualifikasi teknik di inspektorat Kabupaten kepulauan Talaud terbatas   

Menurut Armstrong dan Taylor (2014:68) anggota suatu organisasi mengontribusikan 

pengetahuan mereka dan kemampuan untuk mengembangkan organisasi tersebut atau suatu kemampuan 

yang terdiri atas pengetahuan atas kemampuan serta skill tiap anggota dari organisasi, serta berapa besar 

kontribusi mereka terhadap pengembangan organisasi. Investasi ke pegawai akan meningkatkan nilai 

mereka bagi organisasi yang akan meningkatkan daya saing dari organisasi mereka. Sehingga perlu dikaji 

langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Supaya Inspektorat dapat berfungsi 

dengan baik dan efektif untuk mengawasi pelaksanaan belanja modal dan harus didukung dengan sumber 

daya manusia dan sumber pendanaan yang memadai, guna melaksanakan fungsi tersebut. 
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3.1.3.2 Keterbatasan Alokasi Anggaran Pengawasan 

Kesulitan untuk mencapai ketentuan ini karena porsi belanja modal beralih menjadi belanja lain. 

Pada T.A 2015 dari total belanja PEMDA 51.47% diserap pada belanja tidak langsung untuk belanja 

pegawai berupa gaji dan tunjangan. Menurut Taylor (2006:266) kepatuhan adalah memenuhi permintaan 

orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan 

orang lain atau melakukan apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang 

terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.  

Terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 

sehingga Inspektorat selaku Pengawas Internal, tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, 

sebagai akibat dari keterbatasan anggaran. Akibat lemahnya pengawasan internal ini, terdapat temuan 

belanja modal yang tidak dapat dikendalikan. 

 

3.1.3.3 Pihak ketiga/penyedia jasa yang memiliki temuan kurang kooperatif 

Kontrak pada prinsipnya adalah kesepakatan pelaku ekonomi yang efisien dan optimal yang 

mengikat dua pihak di dalam suatu kesepakatan bersama dimana hak dan kewajiban masing-masing 

adalah jelas. Jika membicarakan pengadaan barang dan jasa pemerintah maka kesepakatan dibuat antara 

Pemerintah diwakili oleh PPkom dengan Pihak ketiga/penyedia. Masing-masing pihak hendaknya 

mematuhi kesepakatan yang ada termasuk jika terjadi temuan atas pekerjaan. Tetapi pada kenyataan, 

pihak inspektorat selaku koordinator dari tindak lanjut temuan mengalami kesulitan dalam menindak 

lanjuti temuan yang ada.  

Menurut Manurung (2013:34), ketika dua atau lebih individu akan mengikat kerja sama dalam 

suatu perjanjian dan salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki pihak lain tentang perjanjian 

ini dan dimana karena pengetahuan ini dapat menyebabkan kerugian atau pun keuntungan pada salah satu 

pihak telah terjadi informasi asimetri dalam bentuk hidden action.  

 

3.1.3.4 Item-item kontrak tidak disebutkan mereknya. 

Seperti yang disampaikan Laffont dan Tirole (1993) dalam Tandiontong (2016:9), pelaku 

ekonomi dapat membangun kesepakatan kontrak yang efisien/optimal, umumnya dalam keadaan 

ketidakpastian dan adanya informasi yang asimetri. Ketidakpastian muncul karena para pihak tidak dapat 

sepenuhnya memprediksi dan menuangkan ke dalam kontrak apa yang akan terjadi selama periode 

kontrak berlangsung. Kejadian tersebut dapat mempengaruhi hak dan kewajiban. Masalah ketidakpastian 

ini dapat muncul akibat informasi asimetri yang ada antara kedua pihak tersebut. Jika kita telah berbicara 

kontrak harus nya kontrak itu dapat terukur dan jelas. Terutama untuk kontrak belanja modal infrastruktur 

yang kompleks seperti bangunan dimana ada item-item kecil seperti kunci pintu, keramik, plafon, 

instalasi. Sehingga memudahkan proses audit untuk membandingkan antara realisasi dengan kontrak yang 

ada.  

 

3.2 Strategi mengatasi kendala pelaksanaan belanja modal 

 Formulasi strategi untuk mengatasi kendala pelaksanaan belanja modal. Menurut David 

(2011:178), Matrix Strength, weaknesses, opportunities, threats adalah alat yang tepat untuk membantu 

para manajer untuk mengembangkan empat tipe strategi: strategi SO (strengths-opportunities), strategi 

WO (weaknesses-opportunities), strategi ST (strength-threats) dan strategi WT(weaknesses-threats). 

Bagian yang paling sulit dari pengembangan Matrix SWOT adalah mencocokkan/menemukan faktor kunci 

internal dan eksternal. Dibutuhkan penilaian yang baik untuk menemukan komponen yang cocok. 

Langkah pertama dimulai dengan menemukan segala faktor internal dan eksternal yang akan ditampilkan 

dalam Matrix SWOT. 
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Kekuatan: 

1. Niat PEMDA untuk berkomitmen 

melaksanakan belanja modal dengan baik. 

2. Barisan anak-anak muda yang bersemangat. 

3. Sumber daya manusia yang banyak serta 

Aparat Sipil Negara tugas belajar yang banyak. 

4. Kepala daerah dengan prioritas belanja APBD 

infrastruktur yang besar dan gemar 

membangun. 

Kelemahan: 

1. Kurang fokus. 

2. Intervensi dalam pelaksanaan belanja modal.  

3. Pola pikir membangun belum terbentuk. 

4. Anggaran perencanaan dan pengawasan belum 

proporsional. 

5. Mentalitas cepat puas. 

6. Tradisi saling lapor melapor. 

 

Kesempatan: 

1. Program Peningkatan SDM Oleh BPKP. 

2. Program pembangunan nasional dari pesisir. 

3. Program Tol Laut. 

Ancaman: 

1. Kondisi geografis dan cuaca yang Ekstrem. 

2. Lokasi yang terisolir/Jauh 271 mil dari Manado. 

 

3.2.1 Strategi S-O (strengths-opportunities) 

 Untuk mengatasi kendala penghambat rendahnya kualitas SDM dan komitmen pimpinan daerah 

1. Meningkatkan minat PNS untuk mengembangkan kapabilitas dan kompetensi diri dengan Beasiswa 

baik dari daerah maupun dari luar daerah serta PKS (Pelatihan kantor sendiri) dan segala jenis 

pelatihan\bimbingan. 

2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan PNS Khususnya pengelola belanja modal 

infrastruktur. 

3. Memperlancar komunikasi dan koordinasi daerah dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat dan satuan 

kerja vertikal yang ada di daerah. 

4. Meningkatkan anggaran Inspektorat dan SDM nya baik kualitas maupun kuantitas. 

 

3.2.2 Strategi W-O (weaknesses-opportunities) 

Untuk mengatasi faktor penghambat ketersediaan anggaran 
1. Menjabarkan/merevisi RPJMD dengan tujuan-tujuan yang jelas dengan cara pencapaian yang 

dipahami oleh semua SKPD yang terlibat. 

2. Meningkat peran anggota dewan dalam Musrembang sehingga dapat menyerap aspirasi rakyat yang 

lebih baik. 

3. Memperlancar komunikasi dan koordinasi daerah dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat dan satuan 

kerja vertikal yang ada di daerah. 

4. Membuat standar harga perhitungan konsultan perencanaan dan pengawasan yang lebih jelas dengan 

panduan peraturan-peraturan yang ada dan disahkan dengan paling tidak SK bupati. 

5. Meningkatkan semangat PNS untuk mengembangkan Kapabilitas dan kompetensi diri di bidang 

Teknik dan manajemen pemerintah. 

 

3.2.3 Strategi S-T (strength-threats) 

Untuk mengatasi faktor penghambat pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus 
1. Meningkatkan transparansi setiap pelaksanaan kegiatan belanja modal dengan menggandeng 

masyarakat setempat dalam pengawasan. 

2. Membuat sistem reward atas tiap pencapaian-pencapaian PNS atau warga dalam pelaksanaan 

pembangunan di talaud. 

3. Meningkatkan semangat PNS untuk mengembangkan Kapabilitas dan kompetensi diri di bidang 

Teknik dan manajemen pemerintah. 

4. Membuat sistem perencanaan anggaran dan kegiatan yang mempertimbangkan kondisi geografis dan 

cuaca ekstrem yang terjadi. 

3.2.4 Strategi W-T (weakness-threats) 

Untuk mengatasi Kendala penghambat kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pejabat 

pelaksana kegiatan dan penyedia barang/jasa 
1. Mensosialisasikan RPJMD PEMDA agar dapat dimengerti oleh setiap PNS. 

2. Melaksanakan agenda seting yang baik saat musrembang dilaksanakan. 

3. Meningkatkan transparansi dan sosialisasi pelaksanaan belanja modal ke masyarakat. 
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4. Meningkatkan kualitas SDM PNS yang ada dengan berbagai cara yang praktis dan tepat guna. 

5. Orientasi anggaran tidak hanya pada belanja modal tetapi juga mempertimbangkan perencanaan dan 

pengawasannya. 

6. Perencanaan kegiatan telah mengantisipasi kondisi geografis dan kendala cuaca yang ada. 

 

4.Penutup 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, terdapat 2 (dua) kesimpulan yang diperoleh, yakni sebagai berikut: 

1. Kendala pelaksanaan belanja modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dibagi menjadi 3 (tiga), 

yakni:  

(1) Kendala perencanaan anggaran, yang meliputi: 

a. Perencanaan anggaran kegiatan tidak cermat dan intervensi di dalam perencanaan anggaran. 

b. PA tidak paham tugas yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

c. Pembuatan HPS tidak dilakukan dengan hasil survei harga pasar sesuai dengan pada Perpres 70 

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

d. Kualitas SDM Perencanaan di SKPD masih rendah. 

e. Kesulitan untuk mencapai ketentuan penganggaran belanja modal 29%. 

(2) Kendala pelaksanaan belanja modal, yang meliputi: 

a. Tim PHO yang tidak memeriksa kegiatan secara detail. 

b. Jumlah ASN yang bersertifikasi dan memiliki kualifikasi dan pengetahuan sedikit. 

c. Anggaran perencanaan dan pengawasan belanja modal yang belum proporsional. 

d. PPkom tidak mendapatkan kompensasi sesuai dengan beban kerja fungsional. 

e. Kontraktor yang kurang bonafide/tidak bermodal. 

f. Pemahaman yang tidak tepat soal penerapan denda keterlambatan dalam pelaksaan kegiatan. 

g. Pembagian porsi tugas dan kewajiban antara konsultan pengawas dan pengawas lapangan dari 

SKPD. 

(3) Kendala pertanggungjawaban belanja modal, yang meliputi: 

a. Kendala di kuantitas personel pengawas internal. 

b. Alokasi anggaran yang dialokasikan untuk melakukan pengawasan. 

c. Pihak ketiga/penyedia jasa yang memiliki temuan kurang kooperatif. 

d. Item-item kontrak tidak disebutkan mereknya. 

Dari ketiga kendala perencanaan anggaran, pelaksanaan belanja modal dan pertanggungjawaban 

belanja modal disebabkan oleh 5 (lima) faktor utama, yakni:  

1. Kendala rendahnya kualitas SDM.  

2. Kendala kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan 

dan penyedia barang/jasa. 

3. Kendala ketersediaan anggaran. 

4. Kendala komitmen pimpinan daerah. 

5. Kendala pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus. 

2.Strategi mengatasi faktor penghambat belanja modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, yakni: 

(1) Untuk mengatasi kendala penghambat rendahnya kualitas SDM, menggunakan strategi S-O 

(strengths-opportunities)  

(2) Untuk mengatasi Kendala penghambat kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi 

pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang/jasa, menggunakan Strategi W-T (weakness-

threats)  

(3) Untuk mengatasi faktor penghambat ketersediaan anggaran, menggunakan Strategi W-O 

(weaknesses-opportunities)  

(4) Untuk mengatasi faktor penghambat komitmen pimpinan daerah, menggunakan strategi S-O 

(strengths-opportunities)  
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(5) Untuk mengatasi faktor penghambat pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus, 

menggunakan Strategi S-T (strength-threats).  

4.2 Saran 

1) PEMDA wajib menyelenggarakan bimbingan teknis/sosialisasi/workshop/tutorial tentang 

peraturan perundang-undangan guna peningkatan kompetensi pengelolaan belanja modal, belanja 

barang/jasa. 

2) Setiap unit pelaksana dan pengelola kegiatan wajib memahami tugas pokok dan fungsi 

mempedomani Peraturan Daerah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.  

3) Setiap SKPD mengusulkan program kegiatan prioritas dan mendesak dengan perhitungan teknis 

alokasi anggaran yang tepat, efektif, realistis transparan dan akuntabel kepada TAPD 

mempedomani Peraturan Bupati. 

4) Pengelolaan APBD yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan/penatausahaan dan 

pertanggungjawaban wajib dilaksanakan secara konsisten dengan merujuk pada dokumen 

perencanaan daerah (RKPD dan Renstra). 
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